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KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN G

Menimbang a.

LURAH WUNUNG
UNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUNUNG,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dar
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wunung
Nomor 8 Tahun 2021;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339); _ ™
Unda)ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; .‘ .

(LLemharan Negara Renuihlik Indonesia ']




10.

o

: esia Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon

5495); 2021
Peraturan Presiden Republik Nomor 104 Tahun

: ia Negara
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belan) g

Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 'I‘ahu_n
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 20 16
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156 /PMK.07 /2020 tentang  Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menter; Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dan Dampaknya;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020

tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007
tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah
dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2007 Nomor 17 seri E);

Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan
atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang
pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1)
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor S51);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2’018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita D
Kabupaten G i | e
p unungkidul Tahun 2018 Nomor 80):
tentang tentang Pedoman Pen i A
. gelolaan Alokasi Dana D
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tah i
37); un 2020 Nomor
Peraturan Bupati Nomor 105 tah

Pengadaan Barano/.1aea a: :.r-‘___u? 2020 tentang Tata Cara
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Peraturan Bupati Nomor 1 12 tahun 2020 tentang prioritas
Penggunaan Dang Desa tahun 2021;

Peraturan Bupati Gunungkidyl Nomor 107 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Bupati Gunungkidu] Nomor 90 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Wunung Tahun 2021 Nomor 2);
raturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pe
Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun
2021 Nomor 3);

Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung
Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022




Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
dan
LURAH WUNUNG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN

2022,

Menetapkan

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:
Rp. 2.413.295.500,-

Rp. 2.567.736.366,-
Rp. (154.440.866,-)

1. Pendapatan Kalurahan
2. Belanja Kalurahan
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Kalurahan
a. PenerimaanPembiayaan Rp. 154.440.866,-

b. PengeluaranPembiayaan Rp. 0,-
e Selisih Pembiyaan ( a — b) Rp. 0,-
Rp. 0,-

SilPA tahun anggaran berjalan

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. daftar penyertaan modal (jika tersedia};
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. |










PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
aenanbhoyanza 2062607

Jalan Brigjen Ketamso A, Wononern, 1301008 Kode Pos 56813
Posel wonosangbgunungkidulkab go id, Laman Wanasari guiungkidulkab go id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR : 30 /KPTS /2021

TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU WONOSARI

Peraturan Kalurahan Wunung tentang

Menimbang : a. bahwa Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2021 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang - undangan yarg
lebih tinggi.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi
Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

Mengingat My

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,
14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakartnl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

S.  Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;

10.




11. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesig Tahun 2020 Nomor 1035);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

19 Perdturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahiin 2007 tentang

pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam
Pémbinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah
desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor
17 seri E)

16. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas
peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman
pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1)

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 Nomor 24);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);

£2.




21. Pera
penggn Bupati Nomor 112 tahun 2020 tentang prioritas
Naan Dana Desa tahun 2021;

a q
Pt n Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara
aan Barang/Jasa di Kalurahan;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU - Evaluasi
v b:1 terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang
eru
han Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahux
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Jangan merubah regulasi.

I. PENDAPATAN

Kekurangan anggaran BHPR tahun 2020 belum dimasukan.
II. BELANJA

Cukup
III. PEMBIAYAAN

Cukup.

Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan peryempurnaan
Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung
Belanja Kalurahan

KEDUA
dan penyesuaian terhadap

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi;
KETIGA s Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal @ %D Nopember 2021.
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2310 | 53 Belanja Moda 506.000,00
g Pembangunapy
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PR engerasan Jalan Lingkungan 273.618.000,00 | pos, PEK
i Belanja Barang dan Jasa
5.3. Belanja Mo da 1.100.000,00
F'ernbangunanfRehahil‘rtasupen,ngkma P 272.518.000,00
engerasan Jalan Usaha Tani (Dipili 100.000.000,00 | pos
52. Belanja Barang dan Jasa
5.3, Belanja Modaf 1.100.000,00
98.900.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 337.882.000,00
Dukungan Pelaksa i
Huni GAKIN " Fo9ram Pembangunan/Rehab Rumah Tigak Layak 62.500.000,00 | ppS
= Belania Barang dan Jass 62.500.000,00
Pemb, - Ml
anounan/RehabiltasilPeningkatan Sumber Air Bersis Milik Desa (Dipil 78.000.000,00 | DDS
o Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
53 Belanja Modal 76.900.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/penj i PBK
angga (Dipilih) ngkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah T 197.382.000,00 | DDs;
52 Belanja Barang dan Jasa 325.000,00
53. Belanja Modal 197.057.000,00
Sub Bidang Pariwisata 60.660.850,00
PembangunanfRehabiIifaWPeningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M 60.660.850,00 | pLL
ilik (Dipilih)
52 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
53. Belanja Modal 59.860.850,00
BIDANG PEMBI YARA| AN 5.000.00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1.200.000,00

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1.200.000,00 | PBH

52 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 4.025.000,00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.200.000,00 | Pan
52. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
Pembinaan PKK 1.200.000,00 | PBH
52 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1.625.000,00 | pan
52. Belanja Barang dan Jasa 1.625.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 105.733.200,00
Sub Bidang Pertanian dan Petemnakan 47.030.000,00
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin 23.500.000,00 | pps A
m Y
gan)
572 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00
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! ( 5.3, Sub Bidang Keadaan Mendesak 484.209.000,00
- | 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 484.209.000,00 | DDS
_ ‘ 53.00 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 484.209.000,00
3 JUMLAH BELANJA 2.567.736.366,00
J | SURPLUS / (DEFISIT) b s
f 6. | PEMBIAYAAN
.| el Peror Penblset 154.440.866,00
SEMBIAYAAN NETTC 154.440.866,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00










